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Abstract 
This research departs from the problem of service quality at the Setonapande Village Office, Kediri 
City District, Kediri City. There is a problem that needs to be addressed in this paper, namely: "how 
is the quality of public services in the Senopande Village? Then what about the residents' complaints 
about public services in the Setonapande Village? Furthermore, what is proposed in this research is 
what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of public services in the 
Senopande Village?. The aims of this study are: (1) to describe and analyze the quality of public 
services in the Senopande Village; (2) complaints about public services in the Senopande Village; 
and (3) supporting and inhibiting factors for services in the Senopande Village. The research method 
uses a qualitative approach with the type of case study research and qualitative descriptive analysis 
techniques. While the findings of this study are: (1) the quality of the implementation of public 
services in Setonopande Village, Kota Kota Kediri District, can be assessed from five dimensions, 
namely tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The inhibiting factors for the 
implementation of public services in Senopande Village, Kota District are the lack of employee 
resources and the lack of infrastructure. While the supporting factors are the enthusiasm given by 
employees to each other, holding coordination meetings or some kind of evaluation every three 
months and then providing awareness of serving the community sincerely and in accordance with 
conscience. Another supporting factor is the existence of facilities in the form of tools to facilitate the 
service process. 
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Pendahuluan 

 Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi 
negara dan abdi masyarakat.Tugas ini telah jelas digariskan dalam  pembukaan UUD 
1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan  pokok aparatur terhadap 
masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsadan 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial selain itu   diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara No.63  tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum 
penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa 
disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar 
kualitas pelayanan.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan  sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam   rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan  terukur.  

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang 
terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi  Persyaratan, prosedur, jangka 
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waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika suatu 
Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar kualitas tersebut 
maka sudah dapat dikatakan bahwa  Instansi pemerintah dan lembaga tersebut telah 
memberikan kualitas pelayanan yang baik. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor   63 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 
Kepuasan kegiatan  pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik   
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Penyelenggara pelayanan publik adalah petugas pelayanan publik baik 
Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan 
pelayanan publik. Sedangkan penerima layanan publik adalah perseorangan atau 
kelompok masyarakat dan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap 
suatu pelayanan publik. Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau 
penduduk atas suatu  barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara    pelayanan yang terkait dengan  kepentingan publik. Contoh  pelayanan 
publik  dalam bentuk pelayanan administrasi yaitu pembuatan KTP (Kartu Tanda 
Penduduk) dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), pelayanan dalam  bentuk 
jasa misalnya kantor pos dan bank. Sedangkan pelayanan dalam bentuk  barang seperti 
pembayaran pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur negara seperti 
jembatan dan jalan tol.  

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang 
dinamis antara pengguna maupun  pemberi layanan, baik jasa, manusia. Pelayanan publik 
berkaitan erat dengan kemampuan, daya tanggap, ketepatan waktu, dan sarana 
prasarana yang tersedia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang 
diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut 
merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak 
sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan  pelayanan tersebut    
tidak berkualitas. Baik buruknya kualitas layanan bukan berdasarkan sudut  pandang 
atau persepsi penyedia jasa/layanan melainkan berdasarkan  pada  persepsi konsumen 
dan aturan atau ketentuan tentang kualitas pelayanan. 

Pelayanan  publik  yang   diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah belum dapat 
memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai  dengan masih adanya 
berbagai keluhan masyarakat mengenai diskriminasi pelayanan. Sebagai contoh adanya 
masyarakat yang dipersulit ketika mengurus   KTP (Kartu Tanda Penduduk) di  instansi 
pemerintah seperti dikenakan biaya  ekstra untuk mendapatkan pelayanan yang lebih 
cepat. Selain itu keluhan lain yang diungkapkan pengguna layanan yaitu adanya  
ketidakpastian waktu sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan. 
Ketidakpastian waktu dapat menimbulkan citra yang kurang baikterhadap Instansi 
pemerintah tersebut. Mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  73 Tahun  2005  
Tentang Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 36 Tahun 2007 tentang 
Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota kepada Lurah , Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri, Peraturan   Walikota 
Kediri  Nomor  69 Tahun  2008  tentang Uraian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan. 

Dalam  peraturan Walikota ini  dalam BAB II  menjelaskan kedudukan, Tugas,dan 
fungsi. Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di Kecamatan. 
Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam melaksanakan tugasnya 
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berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. 
Kelurahan. Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, 
pembangunan  dan kemasyarakatan.Selain tugas tadi kelurahan juga melaksanakan 
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dengan disertai pembiayaan dan 
sarana  prasarana.  

Kelurahan  merupakan  tahap   awal   yang   biasanya   dikunjungi  dalam 
melakukan  kegiatan   pelayanan.  Sebagai  contoh,  dapat  dilihat  dari proses seorang  
bayi.  Ketika  sang  bayi  lahir,  dia  akan  menangis  karena   menghadapi situasi yang 
sangat berbeda ketika ia masih berada dalam kandungan. Jeritan bayitersebut  
membutuhkan  pelayanan   dari  ibunya.  Ketika  memperoleh  pelayanan (kasih  sayang)  
dari   ibunya  bayi  tersebut   akan  merasa  nyaman   dan  berhenti menangis, sebaliknya    
dia   akan   tersenyum   bahagia.Proses   kelahiran   ini menunjukan   betapa  pelayanan   
seorang   ibu   yang menyenangkan sangatlah dibutuhkan.  

Hal  senada  juga  dikemukakan  Budiman  Rusli yang  berpendapat bahwa  selama  
hidupnya, manusia  selalu  membutuhkan  pelayanan. Masyarakat setiap waktu menuntut 
pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat,  meskipun  tuntutan  tersebut  sering 
tidak  sesuai  dengan  harapan  karena secara  empiris   pelayanan  publik  yang   terjadi  
selama  ini   masih  bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. 
Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak 
yang “melayani” bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan 
reformasi pelayanan publik dengan  mengembalikan   dan  mendudukan  “pelayan”   dan  
yang  “dilayani”   ke pengertian  yang  sesungguhnya.  

Pelayanan yang  seharusnya  ditujukan  kepada masyarakat umum kadang dibalik 
menjadi  pelayanan masyarakat kepada negara, meskipun  negara  berdiri  sesungguhnya  
adalah  untuk  kepentingan  masyarakat yang   mendirikannya.   Kelurahan dilihat dari 
sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah 
yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi  pemerintahan secara 
keseluruhan akan  banyak ditentukan oleh  kinerja  organisasi  tersebut. Kelurahan 
sebagai  instansi  pelayanan  publik dituntut untuk  memperbaiki dan senantiasa 
melakukan  reformasi serta mengantisipasi  perkembangan  masyarakat yang  terjadi. 
Dalam  rangka meningkatkan   citra, kerja dan kinerja instans pemerintah  menuju kearah 
professionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yangbaik (good 
governance),  perlu  adanya  penyatuan  arah  dan pandangan  bagi segenap  jajaran 
pegawai Pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam 
melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan 
unit organisasi Instansi Pemerintah secara terpadu. 

Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan  pelayanan 
prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. 
Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 
dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakatdalam rangka pelayanan yang 
berkualitas,cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemunuhan 
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas 
suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan  yang terkait dengan kepentingan publik. Contoh pelayanan  publik dalam 
bentuk pelayanan administrasi yaitu pembuatan KTP (Kartu Tanda Pendudk) dan SKCK 
(Surat Keterangan Catatan Kepolisian), pelayanan dalam bentuk jasa misalnya kantor pos 
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dan bank. Sedangkan pelayanan dalam bentuk barang seperti pembayaran pajak yang 
digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara seperti jembatan dan jalan tol. 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum dapat 
memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya 
berbagai keluhan masyarakat mengenai diskriminsi pelayanan. Sebagai contoh adanya 
masyarakat yang dipersulit ketika mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di instansi 
pemerintahan seperti dikenakan  biaya ekstra untuk mendapatkan pelayanan yang lebih 
cepat. Selain itu keluhan lain lain yang diungkapkan pengguna layanan yaitu adanya 
ketidakpastian waktu sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan. 
Ketidakpastian waktu dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Instansi 
pemerintah tersebut. Mengingat fungsi instansi pemerintah adalah melayani masyarakat, 
maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. 

Kelurahan Setonopande adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan kota, 
Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saat Pemilu tahun 2019 kemarin ada sebagian warga 
Kelurahan Setonopande belum masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap),dikarenankan 
belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai: ”Pelayanan Publik di Kelurahan Setonopande 
Kecamatan Kota Kota Kediri.” Identifikasi Masalah sebagai berikut: (1) masih adanya 
keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang relatif rendah; (2) jangka 
waktu pelayanan publik yang relatif lama; (3)petugas tidak selalu ada di tempat 
pelayanan; (4) sumber daya manusia yang masih kurang; dan (5)sarana dan Prasarana 
pelayan yang masih kurang. 

Pembatasan Masalah pada masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan 
publik di Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota,Kota Kediri, yaitu: bagaimana kualitas 
pelayanan publik di Kelurahan Setonopande?; (2) bagaimana keluhan warga terhadap 
pelayanan publik di Kelurahan Setonopande?; dan (3) apa yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Setonopande? 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis: (1) kualitas 
pelayanan publik di Kelurahan Setonopande; (2) keluhan atas pelayanan publik di 
Kelurahan Setonopande; dan (3) faktor pendukung dan penghambat pelayanan di 
Kelurahan Setonopande. 

 
Metode 
  Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. 
Penelitian studi kasus ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 
dan mendiskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan 
menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau 
fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini untuk 
menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih 
rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelaari semaksimal mungkin seorang 
individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.  
 Fokus penelitian adalah kualitas pelaksanaan pelayanan publik merupakan usaha 
untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, 
manusia,proses, lingkungan,dan yang akan menjadi kebutuhan serta keinginan 
konsumen baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan 
dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Terdapat lima dimensi dalam 
mengukur kualitas pelaksanaan pelayanan publik,yaitu: tangible (berwujud), reliabiliy 
(kehandalan), responsiviness (ketanggapan), assurance (jaminan), emphaty (empati). 
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Tempat dan waktu penelitian adalah penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan 
Setonopande Kecamatan Kota, Kediri yang terletak di Jalan Sultan Agung No. 55 
Setonopande, Kediri. Nomer Telepon (0354) 687213 . Waktu pelaksanaan penelitian 
dilaksanakan pada bulan Desember 2018. 
 Informan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive 
sampling dan snowball sampling sehingga terdapat informan kunci dan informan 
pendukung. Informan penelitian adalah Kepala Kelurahan , pegawai penyedia layanan di 
Kelurahan Setonopande dan lima dari masyarakat pengguna layanan. Dari masyarakat 
diambil lima karena data sudah lengkap dan sesuai ini disebabkan karena pelaksanaan 
pelayanan publik melibatkan peran pegawai dan masyarakat sebagai informan di 
Kelurahan Setonopande. 
 Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik,yaitu: observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah 
sebagai berikut: reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara 
dan dokumentasi merupakan data mentah dari lapangan. Untuk itu perlu dilakukan 
pemilihan data yang relevan untu disajikan dan dapat menjawab pertanyaan. Setelah 
melakukan pemilihan data, selanjutnya data yang telah dipilih kemudian disederhanakan 
dengan mengambil data yang pokok dan diperlukan dalam menjawab permasalahan 
yang diteliti. Untuk menganalisis dan memeriksa keabsahan data, teknik yang digunakan 
adalah trianggulasi data. Teknik trianggulasi data yang dilakukan dengan cara 
membandingkan dan memeriksa derajat kepercayaan informan terhadap pelaksanaan 
pelayanan publik yang di lakukan pegawai di Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota 
Kota Kediri. 
 
Hasil dan Pembahasan  
  
Dimensi Tangible  (Berwujud) 

Dimensi    Tangible   (berwujud)    merupakan    penampilan fasilitas fisik,  peralatan, 
personal, dan  media komunikasi dalam pelayanan. Jika  dimensi  ini dirasakan  oleh 
masyarakat  sebagai pengguna  layanan  sudah  baik  maka  masyarakat akan  menilaibaik    
dan   merasakan    kepuasan   terhadap    pelayanan    yang diberikan   pegawai   pelayanan    
Kelurahan Setonopande   namun sebaliknya  jika  dimensi  ini dirasakan  oleh  masyarakat  
buruk,maka  masyarakat  akan  menilai  buruk  dan  tidak  akan  merasapuas  terhadap  
pelayanan   yang  diberikan  pegawai  pelayanan.Untuk  mengukur  dimensi  Tangible   
dalam  upaya  mengetahui kualitas pelayanan  publik di  Kantor Kelurahan Setonopande,  
dapatdiukur melalui indikator sebagai berikut: 

a) Penampilan pegawai dalam melayani pengguna layanan 
Penampilan pegawai pelayanan  sangat  mempengaruhi kualitaslayanan yang 
diberikan.  Berkaitan penampilan   pegawai   pelayanan,   di   Kelurahan 
Setonopande,  pegawai layanan  sudah berpenampilan    rapi dan menggunakan 
seragam sesuai  dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Penampilan  pegawai  
merupakan  kesan  pertama  bagi pengguna  layanan  yang datang.  Jika  
penampilan pegawai tidak  menarik,  maka   pengguna  layanan  juga  tidak   akan 
tertarik dengan  kualitas pegawai pelayanan  tersebut. Selainitu,  penampilan  
pegawai  pelayanan di  Kelurahan Setonopande sudah   mengenakan    seragam    
sesuai   dengan ketentuan yang  telah ditetapkan oleh pemerintah  Kota Kediri 
yaitu seragam pegawai negeri.  Pegawai pelayanan   di Kelurahan Setonopande 
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juga akan   memaksimalkan    penampilannya   demi pelayanan yang berkualitas 
bagi pengguna layanan sehingga tujuan akhir kepuasan dapat tercapai. 
 

b) Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 
Kenyamanan  tempat  dalam   proses  pelayanan  sangat penting bagi pengguna 
layanan. Selain itu tempat  pelayanan juga  sangat  mempengaruhi  kualitas  
pelayanan.Kelurahan sebagai    penyedia    layanan   publik    harus    
memberikankenyamanan  tempat  bagi  pengguna  layanan  yang datang,dari   
menyediakan   tempat   yang   cukup   agar   pengguna layanan    tidak   merasakan    
sempit    di   dalam    ruangan, kemudian  menyediakan   tempat  duduk   yang  
disesuaikan dengan ruangan  yang ada.  Selain tempat  duduk, pendingin ruangan  
seperti   AC  juga  dibutuhkan   untuk  kenyamanan pengguna   layanan.  Jika   hari   
sudah  mulai   siang,   makabiasanya   di   dalam  ruangan   akan   menjadi   lebih   
panasapalagi  banyak orang  yang  mengantri untuk  mendapatkan pelayanan. 
Berkaitan  dengan  kenyamanan tempat  pelayanan, banyak  kertas  yang  
berantakan   di  atas  meja  danbelum  tertata   dengan  rapi.   Jika  pengguna  
layanan  harus  mengantri  dengan suasana nyaman dan  bersih maka masyarakat 
akan bersedia untuk  bersabar.  Tetapi   sebaliknya  jika  proses  pelayanan lama 
dan tempat pelayanan kurang nyaman  dan tidak bersih maka masyarakat  tidak  
akan merasa  nyaman. Oleh  karena itu,   masih    terdapat   keluhan   dari    
masyarakat   sebagai pengguna  layanan  terkait  kenyamanan  tempat  pelayanan. 
Masyarakat  menyampaikan  bahwa   jika  sudah  siang  hari ruangan menjadi 
panas walaupun sudah ada AC ( Air Conditioner). Kenyamanan  tempat  pelayanan 
mempengaruhi  proses pelayanan.  Penyedia  layanan   harus  lebih  
memperhatikan kenyamanan untuk pengguna  layanan. Apabila tempat yang 
disediakan  oleh  pengguna  layanan  baik,   maka  pengguna layanan   akan   merasa  
nyaman.   Namun   sebaliknya   jika tempat yang disediakan tidak layak  maka 
pengguna layanan tidak akan merasa nyaman. 
 

c) Kemudahan dalam proses pelayanan 
Kemudahan dalam proses  pelayanan sangat dibutuhkan bagi  pengguna layanan  
agar proses  pelayanan  lebih cepat. Berdasarkan penelitian yang  dilakukan, 
Kelurahan Setonopande sudah menerapkan kemudahan bagi  pengguna layanan 
yang ingin  mengurus  keperluannya  di  bagian pelayanan.  Salah satu   contoh  
kemudahan   yang   diberikan  adalah   dengan memberikan    syarat-syarat  yang   
dibutuhkan    pengguna layanan    untuk    menyelesaikan    keperluannya    dibagian 
pelayanan. Kemudahan    dalam    proses    pelayanan    ini    sangat diperlukan  agar  
pengguna layanan tidak  merasa  kesulitan dan  kebingungan   dalam  mengurus 
urusannya   di  kantor pelayanan Kelurahan Setonopade. 

 
d) Kedisiplinan pegawai dalam melakukan proses pelayanan 

Disiplin  kerja  sangat dibutuhkan  oleh  setiap  pegawai dalam melaksanakan 
pelayanan. Disiplin menjadi persyaratan  bagi   pembentukan  sikap,   perilaku,  
dan   tata kehidupan   yang  akan   membentuk   kepribadian   pegawai yang  penuh  
tanggng jawab  dalam  bekerja,  dengan  begitu akan   menciptakan    suasana   kerja    
yang   kondusif    dan mendukung usaha pencapaian tujuan.  Apalagi dalam proses 
pelayanan, petugas harus disiplin dalam  segi waktu maupun disiplin  kerja,   
khususnya   dalam  mengerjakan   keperluan pengguna layanan. Pegawai 
pelayanan harus  mementingkan keperluan pengguna layanan  di atas 
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kepentingan pribadinya karena   pekerjaan  pelayanan   merupakan   pekerjaan  
yang mengedepankan   kepentingan   umum,   dengan    kata   lain  kepentingan  
pengguna   layanan  harus  diprioritaskan  olehpegawai layanan. Disiplin  
merupakan  modal  dasar  yang  harus  dimiliki oleh pegawai terutama dibagian 
pelayanan guna menunjukkan  kinerja,  sikap, perilaku  dan  pola  kehidupan yang 
baik.  Disiplin dilakukan  agar pengguna  layanan puas dengan apa yang pegawai 
kerjakan. 

 
e) Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

Alat  bantu dalam  proses pelayanan  sangat  dibutuhkan demi  kelancaran proses  
pelayanan.  Alat  bantu  yang biasa digunakan  oleh  pegawai  kelurahan dalam  
menyelesaikan tugasnya  adalah  komputer,  alat  cetak,  dan  kamera  untuk 
keperluan   dokumentasi kegiatan.   Adanya   alat   bantu   sangat mendukung  
proses   pelayanan  sehingga   pelayanan  dapat dilakukan  dengan  cepat.    
Penggunaan    alat    bantu    dalam   proses    pelayanan sangatlah  penting,  karena 
dengan  adanya  alat  bantu  akan memudahkan pegawai layanan dalam  melayani 
masyarakat. Misalnya  untuk mencetak  KTP  sementara atau  menginput data. 

 
Dimensi Reliability  (Kehandalan) 
a) Kecermatan pegawai dalam melayani pengguna layanan 

Kecermatan  atau  ketelitian   pegawai  dalam  melayani pengguna layanan  sangat  
penting  bagi  proses  pelayanan. Jika   pegawai  tidak cermat  dalam   melayani   
masyarakat maka  akan  terjadi  kesalahan dan  menimbulkan  pekerjaan baru.  
Berdasarkan penelitian   yang   dilakukan,   pegawai   kantor   Kelurahan Setonopande   
sudah    cermat    atau    teliti    dalam melayani masyarakat. Ketika    pengguna    layanan    
sudah memenuhi  syarat  yang  dibutuhkan,  maka  pegawai  hanya mengecek   ulang    
kelengkapannya   lengkap    atau   tidak.Selama   ini    belum   pernah    ada   dokumen   
yang    kami keluarkan  salah  atau  tidak  lengkap.  Selain  itu kami  juga melakukan  rapat   
koordinasi  secara  rutin   setiap  1   bulan sekali, untuk mengevaluasi  dan memperbaiki 
kegiatan yang dilakukan”. Jelas  sekali  bahwa  pegawai dalam  melakukan  proses 
pelayanan  harus  cermat agar  tidak  terjadi  kesalahan  yang mengharuskan pengguna    
layanan mengurus kembali kesalahan yang dibuat oleh pegawai dikarenakan 
ketidakcermatan pelayanan pegawai dalam melakukan proses pelayanan. 
b) Memiliki Standar Pelayanan yang jelas 

Kelurahan Setonopande sudah memiliki Standar pelayanan yang jelasdan terlihat  
pada peraturan   tentang  Standar  Pelayanan Publik pada Kelurahan.  Standar ini  meliputi  
prosedur pelayanan, waktu   pelayanan,   biaya   pelayanan,   produk   pelayanan, sarana 
prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan. Namun  masyarakat   sebagai  pengguna  
layanan   tidak semuanya  mengetahui  standar pelayanan  publik  di  kantor Kelurahan 
Setonopande 
c) Kemampuan Pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan 

Kemampuan  pegawai  menggunakan alat  bantu  dalam proses  pelayanan  
merupakan  modal  yang   sangat  penting dalam menunjang  kualitas pelayanan.  Namun,  
berdasarkan penelitian yang  dilakukan, pegawai  pelayanan  yang ada  di Kelurahan 
Setonopande hampir    semuanya   mampu    untuk menggunakan  alat   bantu  yang   ada  
di   ruang  pelayanan. 
d) Keahlian  pegawai  dalam  menggunakan  alat  bantu   dalam proses pelayanan 

Terlihat  jika pelayanan ramai dengan banyaknya  pengguna  layanan yang  datang,  
pegawai yang ahli dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan seperti, 



POLICY AND MARITIME REVIEW   
 

85 
VOLUME 1 NO. 2: DESEMBER 2022   

komputer dan perangkatnya hampir semua pegawai ahli dalam menguasai alat bantu  
tersebut. Seperti yang di  katakan oleh 
 
Dimensi Responsiviness  (Ketanggapan) 
a) Merespon setiap pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan 

Pegawai  layanan  wajib   merespon  pengguna  layanan yang datang.  Pengguna 
layanan  akan merasa  dihargai oleh pegawai layanan ketika pegawai  layanan dapat 
memberikan respon   yang   baik.   Merespon   pengguna   layanan   dapat menimbulkan 
efek positif  bagi kualitas pelayanan  publik dikantor    Kelurahan Setonopande.    Pegawai    
merespon   dan tanggap    dengan   para    pengguna   layanan    yang    ingin mendapatkan  
pelayanan   ini   dibuktikan  ketika   pengguna layanan    yang   sudah    selesai   
mendapatkan    pelayanan,pegawai   langsung   memanggil    antrian   selanjutnya   dan 
bertanya apa keperluan yang diperlukan. Pengguna  layanan  pastiakan  senang  jika  
pegawai  dikantor  pelayanan  respon atau  tanggap  terhadap  keperluan pengguna  
layanan.  Ini  akan  menjadi  penilaian  yang  baik bagi penyedia layanan. 
b) Pegawai melakukan pelayanan dengan cepat 

Pengguna layanan  akan merasa  senang ketika pegawai layanan melakukan   proses  
pelayanan   dengan  cepat   dantepat.  Tepat dapat  diartikan  pegawai  memberikan 
layanan sesuai dengan keperluan pengguna layanan. Pelayanan  yang tepat    merupakan    
kesesuaian    antara    pelayanan    yang diberikan  dengan   keperluan  pengguna   layanan  
sehingga keperluan yang dihadapi pengguna layananan dapat terselesaikan  dengan   baik   
dan  pada   akhirnya   kepuasan masyarakat   tercapai.  Contohnya   saat  pengguna   
layanan yang   akan  mengurus Akta Kelahiran,   ketika  pegawai   memanggil pengguna  
layanan   sesuai  antriannya,   kemudian  pegawai langsung  memberikan  pelayanan  
dengan   cepat,  sehingga pengguna  puas dengan  pelayanan  yang  diberikan.  Namun 
tidak semua  pegawai dapat  melayani dengan  cepat. Semuaitu tergantung ada atau  
tidaknya pegawai yang ada di  ruang pelayanan. Jika pegawai hanya ada  satu atau dua 
sedangkan yang   mengantri  ada   banyak   maka  kemungkinan   untuk melayani dengan 
cepat akan sedikit. Jika pegawai sudah memberikan  pelayanan dengan cepat  dan teliti  
maka pegawai layanan sudah menjalankan tugas dengan profesional   sehingga    
pengguna    layanan   akan    merasa senang. 
c) Pegawai melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 

Waktu   yang   tepat   untuk   menyelesaikan   pekerjaan dalam suatu proses  pelayanan 
merupakan hal yang  penting, karena  dengan  menyelesaikan   dengan  tepat  waktu  
makatidak akan membuat  pengguna layanan menjadi  menunggu. Tetapi tidak  semua  
pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi sebaiknya    pegawai   memberikan   
penyelesaian waktu  yang   tepat  agar   pengguna  layanan   tidak  merasa kecewa    dengan 
janji    yang   diberikan    oleh    pegawai pelayanan. 
d) Semua keluhan pelanggan direspon oleh pegawai 

Keluhan akan terjadi jika pegawai layanan tidak melaksanakan  proses  pelayanan  
dengan  baik.  Kelurahan Setonopande  sebagai penyedia  layanan   menyediakan  sarana 
untuk  menyampaikan  keluhan jika  ada  pengguna  layanan yang mempunyai  keluhan 
terkait  proses pelayanan.  Seperti yang peneliti lihat  Kecamatan Pengasih menyediakan 
kotaksaran dan website untuk memberikan   komentar atau memberikan keluhan terkait 
pelayanan yang ada di Kantor Kelurahan Setonopande. Biasanya  ketika  ada keluhan  
masuk secara langsung    pegawai langsung menanggapi dan mengucapkan terima kasih. 
Selanjutnya   keluhan disampaikan dan  dibahas bersama  pada rapat rutin  1 bulan yang 
telah diagendakan. 
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Dimensi Assurance  (Jaminan) 
a) Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

Pegawai  di  Kantor  Kelurahan Setonopande  memberikan jaminan tepat  waktu 
dalam  pelayanan saat  itu juga  apabila bisa diselesaikan  pegawai mengusahakan  tepat 
waktu.  Jika memang tidak bisa  diselesaikan hari itu  juga seperti contohmembuat  KTP  
yang  tidak  bisa  langsung  selesai  hari  itu,pegawai memberikan jaminan waktu  dan 
memberikan buktipengambilan  agar  ketika   sudah  selesai  jangka  waktunya langsung 
bisa diambil dengan menggunakan bukti pengambilan   yang   sudah    diberikan   kepada   
pelanggan tersebut. Pegawai   memang  harus   memberikan  jaminan   tepat waktu  
kepada  pengguna  layanan   agar  pengguna  layanan tidak menunggu terlalu lama. 
b) Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 

Dalam mengurus keperluan  di Kelurahan, semua tidak mengeluarkan biaya  untuk  
mengurusnya. Seperti jenis pelayanannya. KTP,  KK,  dan surat-surat  lainnya itu  gratis. 
Ketika mengamati, peneliti memang tidak melihat  pengguna layanan memberikan uang 
kepada    pegawai    layanan    kecuali    pengguna    layanan mengurus Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dan ijin gangguan. Jaminan kepastian biaya  sudah ada di Peraturan  
Walikota Tahun 2008,   tentang   Standar Pelayanan  Publik  Pada  Kelurahan. Dengan 
adanya jaminan  biaya dari pegawai  pelayanan,maka  pengguna  layanan   tidak  perlu  
mengeluarkan  uang untuk mengurus keperluannya. 
 
Dimensi Emphaty  (Empati) 
a) Mendahulukan Kepentingan pengguna layanan 

Pengguna layanan  dalam  proses pelayanan  merupakan prioritas  dalam   pelayanan. 
Apapun   keperluan   pengguna layanan  terkait  pelayanan   di  Kelurahan  harus   
pendapat prioritas   utama    dan   harus    sesuai    dengan   apa    yang diperlukan  oleh 
pengguna  layanan.  Namun  ketika peneliti mengamati tidak semua pegawai 
mendahulukan kepentingan  pengguna layanan.  Terlihat  ketika  masih  ada pengguna 
layanan yang mengantri namun ada pegawai yang memiih   untuk  mementingkan   
urusan   pribadinya  seperti menjemput anak ke sekolah.Jika ada telepon masuk, dan 
teleponnya  sangat penting,  pegawai   selalu  meminta   ijin  kepada   pengguna layanan 
terlebih dahulu”. Mendahulukan kepentingan pengguna layanan memang penting   
karena   pengguna   layanan   merupakan   prioritas pegawai   layanan.  Jika   pengguna   
layanan   tidak  merasa didahulukan  akan  timbul   keluhan  dan  akan  memberikan citra 
yang buruk bagi bagian pelayanan. 
b) Petugas melayani dengan ramah dan sopan santun 

Keramahan   pegawai    pelayanan    sangat   diperlukan dalam  proses  pelayanan.   
Jika  pegawai  pelayanan   ramah maka akan  memberikan penilaian yang  baik dari  
pengguna layanan, karena pada dasarnya  semua orang akan menyukai tempat  
pelayanan yang  didalamnya  banyak terdapat  orang yang ramah.  Orang yang  ramah 
berati  orang yang  tanggap dengan  keperluan  orang  lain.  Selain  ramah,  sikap   sopan 
santun juga  sangat diperlukan  oleh pegawai  layanan untuk melayani pengguna layanan. 
Keramahan dan sikap  sopan santun pegawai  pelayanan sangat  diperlukan  dalam  
proses  pelayanan.  Jika  pegawai pelayanan ramah dan  sopan santun maka  akan 
memberikan penilaian  yang  baik  dari  pengguna  layanan,  karena  pada dasarnya  semua  
orang  akan   menyukai  tempat  pelayanan yang  didalamnya  banyak  terdapat  orang  
yang ramah  dan sopan santun. Orang  yang ramah berati orang yang  tanggap dengan   
keperluan    orang   lain.   Namun   ketika    peneliti mengamati, belum  semua pegawai 
memberikan  keramahan kepada  pengguna  layanan   karena  ada  beberapa  pegawai 
yang   mengobrol  dengan   pegawai   lain   ketika  melayani pengguna layanan. Keramahan  
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dan  sikap   sopan  santun  memang  sangat penting   dimiliki  oleh   pegawai  pelayanan   
dalam   proses pelayanan   melayani   pengguna   layanan   agar    pengguna layanan merasa 
puas terhadap pelayanan yang diberikan. 
c) Pegawai  melayani  dengan  tidak  diskriminatif  (Membeda-bedakan) 

Dalam  proses  pelayanan, tidak  hanya  keramahan  dan sikap  sopan  santun,  tetapi  
sikap  tidak  membeda-bedakan juga sangat  perlu untuk  diterapkan. Sikap  tidak  
membeda-bedakan    maksudnya,   ketika    melayani    pegawai    tidak mendahulukan  
pengguna  layanan   yang  sudah  kenal  saja misalnya keluarga  atau teman  dekat. Semua  
harus dilayani dengan sama dan harus sesuai nomor antrian. Sikap tidak membeda-
bedakan dalam melayani masyarakat  ini  berarti  pegawai layanan  sudah  melakukan 
pelayanan  dengan  profesional  dan  sesuai  dengan  standar pelayanan publik. 
d) Pegawai melayani dan menghargai setiap pengguna layanan 
 Sikap  menghargai  dalam melayani  juga  hampir  sama dengan   sikap   sopan    
santun.   Sikap   menghargai   dapat dilakukan    dengan    menyapa    serta   tersenyum    
dengan pengguna layanan, menanyakan dan mencatat keperluan pelanggan,  
memberikan penjelasan  yang  berkaitan dengan keperluan     pelanggan,    dan    berusaha    
agar    kebutuhan pelanggan  dapat  terpenuhi.  Sikap  ini  harus  dimiliki  oleh pegawai 
layanan.  Peneliti  juga mengamati  bahwa pegawai pelayanan   Kelurahan Setonopande  
sudah   semua   memiliki sikap  menghargai kepada  pengguna  layanan. 
 
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan publik 

Pada  setiap   pelayanan  tentunya  harus   ada  hal-hal   yangdapat membuat  
kenyamanan bekerja  agar  mendapat hasil  yang maksimal. Faktor pertama  yang  
digunakan  untuk  mendorong terciptanya  pelayanan yang  baik  di Kelurahan 
Setonopande  yaituberupa   semangat   yang   diberikan  pegawai satu sama   lain,berusaha 
untuk memberikan   pelayanan   yang    terbaik   bagi pengguna layanan yang 
membutuhkan pelayanan. Sedangkan faktor lain yang mendorong    terwujudnya 
pelaksanaan yang berkualitas di kantor Kelurahan Setonopande adalah   penanaman   
kesadaran   melayani   masyarakat   dengan ikhlas dan  sesuai dengan hati  nurani. 

Hambatan pelayanan dalam upaya menjaga kualitas pelayanan pada masyarakat di  
Kantor   Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota adalah ada beberapa pegawai yang  
masih  belum bisa menguasai  komputer dan  perangkatnya, ini  kan  juga berpengaruh  
kepada  pengguna layanan. Jika  semua pegawai  layanan sudah bisa  menggunakan alat  
bantu  komputer  dan  perangkatnya  maka dalam  melayani pengguna layanan yang 
biasanya10-15 menit dalam pengurusannya menggunakan alat  bantu, akan lebih  cepat 
kalauada pegawai lain  yang  mampu  mengoperasikan komputer  dan perangkatnya. 
Selain itu, sarana prasana untuk bagian pelayananseperti filing  cabinet. Kami  sangat 
membutuhkan filing cabinetini untuk menata dokumen dan arsip-arsip agar tidak 
berserakandi   meja layanan,   serta agar memudahkan   pegawai  dalam mencari dokumen 
ketika dokumen tersebut digunakan. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil diskusi atas hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 
Dimensi  tangibel  (bukti  fisik)   yang  mempunyai  indikator penampilan,  kenyamanan,  
kemudahan,  dan  penggunaan  alat bantu  sudah   diterapkan,  namun   ada  indikator  
yang   belum sepenuhnya di laksanakan  yaitu mengenai kenyamanan tempat pelayanan. 
Dimensi reliability  (kehandalan)  yang mempunyai  indikator kecermatan,  standar  
pelayanan  yang  jelas,  kemampuan,  dan keahlian  sudah diterapkan,  namun  ada  
indikator yang  belum berjalan  sesuai  harapan masyarakat  yaitu  mengenai  keahlian 
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pegawai dalam menggunakan alat bantu pelayanan. Dimensi responsiviness    
(ketanggapan)   yang   mempunyai indikator  merespon,   cepat,  tepat,   cermat,  tepat   
waktu  dan merespon keluhan pengguna layanan sudah diterapkan dimensi ini sesuai  
dengan  keinginan masyarakat  terbukti karena  tidak ada  keluhan  dari  pengguna  
layanan   terkait  indikator  dalam dimensi Responsiviness. Dimensi Assurance   (Jaminan)   
yang   mempunyai   indicator jaminan   tepat  waktu dan jaminan   kepastian   biaya  sudah 
diterapkan   sesuai   dengan   keinginan   masyarakat. Hal ini terbukti  karena   tidak   ada  
keluhan   dari  pengguna layanan terkait indikator dalam dimensi Assurance. Dimensi    
emphaty   (empati) yang  mempunyai   indikator mendahulukan  kepentingan  pengguna  
layanan,  ramah  sopan santun, tidak  diskriminatif, dan  menghargai sudah  diterapkan, 
namun  ada   indikator   yang  belum   berjalan  sesuai   harapan masyarakat  yaitu 
mengenai  ketidakramahan  pegawai  layanan dalam melayani pengguna layanan. 

Faktor  penghambat   pelaksanaan   pelayanan  publik   di   Kelurahan Setonopande 
Kecamatan Kota  adalah  kurangnya sumber  daya  pegawai  dan  masih   kurangnya  
sarana  prasarana. Sedangkan faktor pendukungnya  adalah semangat yang diberikan 
pegawai   satu   sama  lain,   mengadakan   rapat   koordinasi   atau semacam   evaluasi   
setiap   tiga   bulan   kemudian   memberikan penanaman  kesadaran  melayani  
masyarakat  dengan  ikhlas  dansesuai  dengan  hati  nurani.  Faktor  pendukung yang  lain  
adalah adanya  fasilitas  berupa   alat  bantu  untuk   memudahkan  proses pelayanan. 
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